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MOTO

“Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya”

(Walt Disney)1

1 http://katakatabijak.com/
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RINGKASAN

Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada

DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; Syahnaz Rizqi

Aliya; 150903101010; 2018: 132 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak merupakan hal yang sangat penting di setiap negara. Pembangunan

infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak

(BBM), pembayaran pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik dibiayai

dari pajak. Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal

dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

dan instansi-instansi pemerintahan, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

berkontribusi aktif dalam pembangunan fasilitas umum sekaligus dalam kegiatan

perpajakan. Kegiatan pembangunan fasilitas umum yang dilakukan salah satunya

adalah peningkatan jalan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

melakukan perjanjian kontrak kerja sama dengan orang pribadi atau badan sebagai

penyedia jasa konstruksi. Terdapat dua jenis kontrak kerja, yaitu kontrak kerja

dengan proses lelang (tender) dan kontrak kerja dengan penunjukkan langsung.

Atas kegiatan pembangunan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Sumber Daya Air memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penghasilan

usaha jasa konstruksi peningkatan jalan.

CV. Bangun Cipta adalah salah satu penyedia jasa dengan kualifikasi usaha

kecil yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber

Daya Air Kabupaten Jember. Jasa yang digunakan adalah jasa perencanaan CV.

Bangun Cipta mendapatkan proyek pembangunan dengan nilai nominal sebesar

Rp 194.699.000,00, maka kontrak kerja tersebut dilakukan dengan penunjukkan

langsung. Karena termasuk kualifikasi usaha kecil, maka sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


viii

Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha

jasa Konstruksi dikenakan tarif 2%.

Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kabupaten Jember sebagai Bendaharawan Pemerintah melakukan kegiatan

menghitung dan memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif  sebesar 2% dari nilai

kontrak, tidak termasuk PPN atau setara dengan 2% x DPP. Kemudian

menyetorkannya kepada Bank Jatim dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa

konstruksi peningkatan jalan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0919/UN25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan berkembang atau  maju salah satunya adalah dengan

melihat keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Menurut

Effendi (2002:2), pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber

daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya

guna yang merata dan berkeadilan. Indonesia merupakan negara berkembang

yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Untuk

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit di

mana kebutuhan biaya pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring

dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, negara

membutuhkan suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut sebagai

anggaran.

Anggaran negara merupakan suatu komponen penting dalam

penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena anggaran

merupakan “mesin penggerak” penyelenggaraan negara. Di Indonesia, anggaran

negara termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR).Struktur APBN terdapat dua unsur utama yaitu penerimaan (revenue) dan

pengeluaran (expenditure). Sumber penerimaan APBN berasal dari penerimaan

pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara) untuk tahun 2018. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7

triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun,

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2

triliun (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018, diakses pada 18 Mei 2018). Dari

data tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber peneriman

terbesar. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.
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Sumber daya alam yang ada di Indonesia memang melimpah. Akan tetapi,

kita belum dapat mengelola kekayaan tersebut secara efektif dan efisien.

Teknologi pengolahan dan kemampuan yang masih terbatas untuk mengelola

kekayaan alam tersebut menyebabkan Indonesia hanya mampu mengelola sebatas

pada bahan mentah saja, tidak sampai menjadi produk akhir. Pembangunan

infrastruktur menjadi faktor penunjang untuk memaksimalkan pengolahan sumber

daya alam yang ada. Akan tetapi pembangunan infrastruktur membutuhkan

investasi yang besar, sehingga pendapatan dari pajak tetap menjadi sumber

pembiayaan utama untuk mewujudkan investasi tersebut. Selain itu, pertimbangan

bahwa di masa yang akan datang sumber daya alam yang kita miliki dapat habis,

menjadikan pajak sebagai solusi dan prioritas utama sumber pembiayaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke

empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pengertian pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting

bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud

dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati

bersama.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat

dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah

pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian

besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian

Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  Pajak pusat

meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan pajak

daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat

provinsi maupun kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah
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tangga daerah (http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak,diakses pada 27

April 2018).

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib

pajak  untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung,

membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah

dalam  membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan

nasional. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem

perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni Self Assessment System. Dengan

adanya sistem Self Assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan

kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan

instansi-instansi pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber

Daya Air Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintahan yang melakukan

pemotongan dan pemungutan pajak. Kegiatan perpajakan yang dilakukan di dinas

terkait antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, dan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN).

Pajak penghasilan (PPh) adalah  pajak yang dikenakan atas setiap tambahan

penghasilan dari Wajib Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang

dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pajak tersebut

tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dapat

dikenakan tidak hanya penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan  pada

kegiatan sewa dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak

yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa

jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah
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masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian,

pengenaan  pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, penghasilan

kena pajak adalah sebagai berikut.

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggota koperasi orang pribadi.

b. Penghasilan berupa hadiah undian.

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh

perusahaan modal ventura.

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan.

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

adalah salah satu kantor dinas milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan

pembangunan di daerah Jember. Kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember antara lain seperti jalan-

jalan provinsi, jembatan untuk penghubung antar daerah, dan saluran untuk sistem

irigasi dan pencegahan banjir. Atas kegiatan pembangunan tersebut, Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memotong pajak penghasilan

pasal 4 ayat 2 poin d, yaitu dari pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

karena melakukan kegiatan pembangunan yang dikenai pajak, sehingga penulis

ingin mengetahui tentang prosedur pelaksanaan yang meliputi perhitungan,

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum
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Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah jasa konstruksi atas

pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan saluran drainase.

Berdasarkan keterangan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

merupakan pajak terbesar kedua setelah PPN. Hal tersebut dapat dilihat dari

nominal nilai kontrak dikalikan tarif pajaknya (tidak termasuk PPN). Kegiatan

peningkatan jalan termasuk kegiatan pembangunan yang rutin dilakukan setiap

bulannya dalam satu tahun periode dan tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran

(RKA), sehingga dapat dipastikan selalu memotong PPh pasal 4 ayat 2.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Bendahara Pengeluaran juga

memberikan keterangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber

Daya Air Kabupaten Jember melakukan perjanjian kontrak kerja sama dengan

orang pribadi atau badan sebagai penyedia jasa konstruksi. Terdapat dua jenis

kontrak kerja, yaitu kontrak kerja dengan proses lelang (tender) dan kontrak kerja

dengan penunjukkan langsung. Sebelum dilaksanakan kontrak kerja tersebut,

penentuan dalam hal penyedia jasa baik dari proses lelang (tender) maupun

penunjukkan langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Kontrak kerja dengan proses lelang (tender) dilakukan terhadap proyek dengan

nominal lebih dari Rp 200.000.000,00, sedangkan kontrak kerja dengan

penunjukkan langsung dilakukan terhadap proyek dengan nominal kurang dari

atau sama dengan Rp 200.000.000,00.

CV. Bangun Cipta adalah salah satu penyedia jasa yang bekerja sama

dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Jember. Jasa yang digunakan adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana

konstruksi, dan jasa pengawasan kontruksi. Dalam kontrak tersebut, CV. Bangun

Cipta sebagai pelaksana kontruksi, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai perencana, pengguna,

dan pengawas konstrusi. CV. Bangun Cipta mendapatkan proyek pembangunan

dengan nilai nominal sebesar Rp 194.699.000,00, maka kontrak kerja tersebut

dilakukan dengan penunjukkan langsung.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil

judul dalam Laporan Tugas Akhir tentang “Prosedur Pelaksanaan PPh atas

Jasa Kontruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA

Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis

mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pelaksanaan PPh atas

Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten

Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah pelaporan atas kegiatan Praktek Kerja Nyata

merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk

menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya

mempunyai tujuan dan manfaat.

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir yang merupakan pelaporan kegiatan

Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan PPh atas

jasa konstruksi peningkatan jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten

Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pelaksanaan

PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

2) Menambah  pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh

selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek
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yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi

perpajakan.

b. Bagi Universitas Jember

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu

pada lingkungan universitas, khususnya ilmu perpajakan.

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar

pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Jember

1) Merupakan sarana untuk mejembatani antar perusahaan atau instansi dan

Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis

maupun bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.

2) Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ilmu terkait penanganan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka

(laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan. Pada bab ini

akan membahas teori-teori yang relevan dengan dengan penelitian yang

dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan yang

meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan.

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prosedur adalah tahap kegiatan

untuk menyelesaikan  suatu aktivitas dan atau metode langkah demi langkah

secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur merupakan serangkaian

aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi

dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari

keadaan yang sama.

Menurut Soemohadiwidjojo (2014:90), pengertian prosedur adalah dokumen

yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi

seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Prosedur merupakan instruksi tertulis

sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang

berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya

penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur adalah sebagai berikut.

a. Sifat Prosedur

1) Prosedur terdapat dalam  tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah

satu macam rencana yang penting.

2) Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya

berulang.

3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin

agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.
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b. Ciri-Ciri Prosedur

1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi

tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan.

2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki

fleksibilitas.

3) Prosedur harus mengikuti zaman (up-to-date).

Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau

pekerjaan, kerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap

pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka

mencapai tujuan dan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu

langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu

organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian tentang pajak baik yang disebutkan

dalam Undang-Undang maupun pendapat dari para ahli. Pada dasarnya,

pengertian tersebut memiliki unsur dan tujuan yang sama. Pengertian pajak adalah

sebagai berikut.

a. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Menurut Pohan (2014:6) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang,

yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum.

c. Menurut Sumarsan (2015:3) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
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digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan

iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapat fasilitas secara langsung melainkan digunakan untuk membiayai

pembangunan nasional demi kepentingan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak

memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Maka fungsi pajak  tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak

terlepas dari tujuan negara. Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak adalah

sebagai berikut.

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai

berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
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banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (SyaratYuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun warganya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari

hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara

lain sebagai berikut.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
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c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur

daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1) unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang

dimiliki oleh seseorang;

2) unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang

harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya,

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali

ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga

negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh

dari penduduknya atas harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2016:9),

asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara barhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
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c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.6 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dapat dikelompokkan berdasarkan

sifatnya, golongannya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yag berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhaikan objek tanpa

memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

b.Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak

dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain Contoh

Pajak Langsung antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Pajak Tidak Langsung

2) Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh:Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai,

Bea Impor, dan Ekspor.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang

pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang

termasuk pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai,
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Migas, dan Pajak Ekspor

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan

pemerintah daerah. Contoh Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB),  Pajak Reklame, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak

Hotel, dan Bea Balik nama.Menurut Subjek Pajak.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang

dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh

pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak

pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta

pelaporannya. Pemotongan dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2,

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau

26.

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang

atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah

pembayaran atas perolehan barang, dilakukan oleh penerima penghasilan yang

menerima pembayaran. Namun ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak

pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Pemungutan

dilakukan untuk PPN dan PPnBM, PPh Pasal 22. Khusus untuk penerima

penghasilan memungut PPh Pasal 22 dari industri semen, kertas, baja, otomotif

(http://www.kabarpajak.com/2016/01/perbedaanpemotongandanpemungutan.html

diakses pada 27 April 2018).

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu

sebagai berikut.

a. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Ciri-ciri Official Assesment System adalah sebagai berikut.

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh

fiskus.

b. Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk besarnya pajak yang terutang.

2.2.8 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11) dibagi menjadi 4 (empat) antara

lain sebagai berikut.

a. Tarif Pajak Sebanding/Proporsional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai ataupun

jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar

pengenaan pajak. Contohnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam

daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari

barang tersebut. Jadi semakin tinggi nilai nominal barang tersebut, maka

semakin tinggi pula nominal pajak terutangnya.

b. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun nilaia atau

jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap (tanpa melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun).

Contohnya  besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.
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c.    Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar. Contohnya: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terdapat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5%

Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25%

Di atas Rp 200.000.000,00 35%

Sumber: Mardiasmo (2016:12)

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga

sebagai berikut.

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif degretif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 UU Pajak Penghasilan

tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.
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2.3.2 Dasar Hukum

Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat dengan PPh) di Indonesia diatur

pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan

pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya

berturut-turut peraturan ini diamandemen menjadi:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:71) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu

yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran

untuk dikenakan pajak penghasilan. Resmi menyebutkan bahwa berdasarkan pasal

2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek penghasilan

pajak adalah sebagai berikut.

a. Orang pribadi

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah

sebagai berikut.

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan.

2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut.

1) Orang pribadi yang tidak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
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Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap

di Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan  subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat

1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-

Undang KUP), mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

1) salah seorang ahli warisnya;

2) pelaksana wasiatnya;

3) pihak yang mengurus harta peninggalannya.

c. Badan

Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha. Badan di antaranya meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk

apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga,

dan bentuk badan lainnya, termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,

atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.
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Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dalam pasal 2

ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek pajak

penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah

yang:

1) pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Jadi, kantor-kantor instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah umumnya memenuhi kriteria di atas dan dikecualikan dari

subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat

berupa:

1) tempat kedudukan manajemen;

2) cabang perusahaan;

3) kantor perwakilan;

4) gedung kantor;

5) pabrik;

6) bengkel

7) gudang;

8) ruang untuk promosi dan penjualan;

9) pertambangan dan penggalian sumber alam;

10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
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11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;

12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas;

15) agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia; serta

16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1

huruf a menyatakan bahwa Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang

perlakuan perpajakannya sama dengan subjek pajak badan. Suatu BUT

mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu

fasilitas yang dapat berupa tanah dann gedung, termasuk juga mesin-mesin,

peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis

yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik

untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang

kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau

badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Orang

pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak

berkedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia

apabila dalam menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia menggunakan agen,

broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau

perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka

menjalankan perusahaannya sendiri.
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2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sumarsan (2015:115) objek pajak penghasilan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam

bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib

Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti

gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, dan sebagainya;

b. hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; dan

c. laba usaha yaitu selisih lebih antara penjual dikurangi harga pokok penjualan

dan beban-beban usaha.

2.3.5 Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk memungut atau memotong pajak

tertentu. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Sumarsan (2015:20) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang telah

memenuhi persyaratan subketif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak, untuk kemudian diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, karena untuk

setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22

2) Sebagai sarana korespondensi anatar fiskus dengan Wajib Pajak.

3) Sebagai sarana untuk membayar  pajak.

4) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, disebut juga pajak penghasilan final, adalah

pajak penghasilan yang besifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya,

kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan

final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak

penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dikenakan terhadap jenis

penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Oleh karena bersifat final, maka

pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan.

2.4.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Pohan (2014:370) karakteristik PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai

berikut.

a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah.

b. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan

penghasilan lainnya (dianggap selesai atau rampung).

c. Jumlah PPh final baik yang dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain

tidak dapat dikreditkan.

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang

dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, yang menjadi objek pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yaitu:

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggota koperasi orang pribadi;
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b. penghasilan berupa hadiah undian;

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh

perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya.

Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang salah satu objek pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2 huruf d, yakni pajak penghasilan atas penghasilan dari

usaha jasa konstruksi.

2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran

terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas

pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2

antara lain:

a. koperasi;

b. penyelenggara kegiatan;

c. otoritas bursa; dan

d. bendaharawan.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pekerjaaan Umum Bina Marga dan

Sumber Daya Air menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk melakukan

pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

2.5.1 Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
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Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pengertian konstruksi adalah sebagai

berikut.

a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan

masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan

atau bentuk fisik lain.

c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi

yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan

bangunan fisik lain.

d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi

yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di

dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi

layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan

pembangunan (engineering, procurement, and construction) serta model

penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi,

yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan

pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.

f. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap

yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

g. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap,

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai
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perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun

sub-subnya.

h. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak

jasa konstruksi secara keseluruhan.

2.5.2 Dasar Hukum PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Peraturan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang terkait dengan usaha jasa

kontruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

ini, atas penghasilan jasa konstruksi dikenai PPh final. Kementerian Keuangan

juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri

Keuangan No. 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,

Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa

Konstruksi.

2.5.3 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Tarif pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak

yang bersifat final. Besaran tarifnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan

berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  Nomor

11a Tahun 2008 telah disebutkan tentang pembagian jenjang kompetensi

kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi ke dalam grade. Kualifikasi adalah

bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa

pelaksanaan jasa konstruksi menurut bidang, sub bidang, dan bagian sub bidang

pekerjaan konstruksi, serta menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan

potensi kemampuan usaha. Grade kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi

adalah sebagai berikut.
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a. Kualifikasi Usaha Besar

1) Grade 7 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai

dari Rp 1.000.000.000 s.d. tak terbatas, badan usaha harus bersertifikat

ISO 9000-94 atau versi 2000, berbadan hukum PT dan pernah

mempunyai SBU M, atau grade 6 yaitu badan usaha lama yang telah

memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2, atau grade 6 dan

memperoleh total nilai Rp 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau

mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang

(NPs) sebesar Rp 10.000.000.000.

2) Grade 6  yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai

dari Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 25.000.000.000, badan usaha memiliki

divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan

administrasi personalia, berbadan hukum PT pernah mempunyai SBU M

atau grade 5 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman

melaksanakan pekerjaan B2 atau grade 5 dan memperoleh total nilai Rp

7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket

tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp

5.000.000.000.

b. Kualifikasi Usaha Menengah

Grade 5 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari

Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, bagi badan usaha baru harus

memiliki Penanggung Jawab Badan (PJB) yang bersertifikat keahlian kerja

yang memiliki pengalaman  kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan

bidang yang dimohon. Jumlah sub bidang yang dimiliki grade 5 yaitu 4 sub

bidang, dalam hail ini badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman

melaksanakan pekerjaan KI atau grade 4 dan memperoleh total nilai Rp

2.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi

dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 5.000.000.000. Sedangkat

bagi badan usaha baru berdiri minimum pekerjaan diukur dari nilai PJT atau

PJB yang dimiliki dengan nilai NPs Rp 500.000.000.
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c. Kualifikasi Usaha Kecil

1) Grade 4 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai

dari Rp 0 s.d. Rp 1.000.000.000, pernah mempunyai SBU K2 atau grade

3 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan

pekerjaan K2 atau grade 3 dan memperoleh total nilai Rp 600.000.000

dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan

nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.

2) Grade 3 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai

dari Rp 0 s.d. Rp 600.000.000, pernah mempunyai SBU K3 atau grade 2

yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan

pekerjaan grade 2 dan memperoleh total nilai Rp 200.000.000 dalam

waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai

pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.

3) Grade 2 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai

dari Rp 0 s.d. Rp 300.000.000, bagi badan usaha yang baru berdiri harus

memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bersertifikat keahlian

kerja yang memiliki pengalaman  kerja sekurang-kurangnya 2 tahun,

jumlah sub bidang yaitu maksimal 3 sub bidang.

4) Grade 1 (usaha orang perseorangan) yaitu kompetensi usaha dan proyek

yang dapat ditangani mulai dari Rp 0 s.d. Rp 50.000.000, diharuskan

memiliki NPWP.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan dan

Pengawasan Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan usaha jasa perencanaan

konstruksi dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam grade. Kualifikasi adalah

bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana

jasa konstruksi dan jasa pengawas konstruksi menurut bidang, sub bidang, dan

bagian sub bidang pekerjaan konstruksi, serta menurut tingkat atau kedalaman

kompetensi dan potensi kemampuan usaha. Grade kualifikasi usaha sebagai

berikut.
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a. Kualifikasi Usaha Besar.

Grade 4 dengan nilai Rp 400.000.000 s,d. tak terbatas.

b. Kualifikasi Usaha Menengah.

Grade 3 dengan nilai Rp 400.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000.

c. Kualifikasi Usaha Kecil.

1) Grade 2 dengan nilai Rp 0 s.d. Rp 400.000.000.

2) Grade 1 (usaha orang perseorangan) dengan nilai Rp 0 s.d. Rp

50.000.000.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan

dari usaha jasa konstruksi pasal 3 ayat 1, ditetapkan tarif sebagai berikut.

a. Jasa Perencanaan Konstruksi

1) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha (SBU).

2) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

b. Jasa Pelaksana Konstruksi

1) 2% (dua persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

kecil.

2) 3% (tiga persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

menengah maupun besar.

3) 4% (empat persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

c. Jasa Pengawasan Konstruksi

1) 4% (empat persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

2) 6% (enam persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.
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2.5.4 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas

Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut.

a. Pemotongan Pajak

1) Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna

Jasa merupakan pemotong pajak.

2) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa.

b. Penyetoran Pajak

1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas

negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah

dilakukan pemotongan pajak.

2) Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara

melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,

paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan

pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur

termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat

dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4) Pembayaran Pajak Penghasilan atau penyetoran Pajak Penghasilan

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan

mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 409 atau

sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

5) Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan

kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan

pemotongan.
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c. Pelaporan Pajak

1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan

dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada

hari kerja berikutnya

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Supriyanto (2011:2) berasal dari dua kata yaitu

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,

pengikhtisaran transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan laporan

keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh

pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara

langsung.

Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan

dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan keuangan fiskal sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat

Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Contoh Kasus

PT. ABC (Wapu) mengadakan kontrak dengan PT. X untuk pembangunan

kantin, Nilai Kontrak sebesar Rp 550.000.000,00 termasuk PPN. Bagaimana

pencatatan akuntansinya?

Sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu dilakukan perhitungan PPn dan PPh

pasal 4 ayat 2. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2
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Nilai Kontrak Rp    550.000.000,00

PPN 100/110 x Rp 550.000.000,00 Rp      50.000.000,00

Dasar pengenaan pajak Rp    500.000.000,00

PPh Pasal 4 (2)

2% x Rp 500.000.000,- Rp 10.000.000,00

Atas transaksi tersebut, pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut.

Jurnal pembayaran ke Rekanan dan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

Aset Tetap Rp 500.000.000,00

PPN Masukan Rp 50.000.000,00

Kas Rp 540.000.000,00

Utang PPh Pasal 4 (2) Rp 10.000.000,00

Jurnal pada saat dilakukan penyetoran pajak

Utang PPh Pasal 4 (2) Rp 10.000.000,00

Kas Rp 10.000.000,00
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Tempat  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Sumber Daya Air Kabupaten Jember, Jalan Brawijaya No. 63 Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan Surat

Tugas Nomor 0919/UN25.1.2/SP/2018 dilaksanakan selama 30 hari kerja,

terhitung sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 di

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakakan sesuai jam kerja pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai

berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktek Kerja Nyata
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat

Senin s/d Jumat 07.00-15.00 12.00-13.00

Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

(2018).

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh

mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan

Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Sudi

Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-

ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan,

perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya
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persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan

sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program

Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan,

yaitu sebagai berikut.

a. Pemograman

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setiap mahasiswa diwajibkan

melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan

ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan

yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai

prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek

Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan

melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja

Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi

Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD

dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata

diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana

selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang

telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada

instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka

selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang

dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi
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menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada

pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang

dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  dibuat Laporan Tugas Akhir oleh

penulis dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember”. Penulis ditempatkan dibagian Sub.

Bagian Keuangan.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Jember melaksanakan kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.30 WIB  dengan

apel pagi. Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada

tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata
No. Waktu Pelaksanan Kegiatan Hasil Kegiatan

(a) (b) (c) (d)

1. Senin, 26 Februari
2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Umum

a. Diterima di Dinas
Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Jember.

b. Penempatan di Sub
Bagian Keuangan.

a. Melaksanakan
Praktek Kerja
Nyata.

b. Mengetahui tugas -
tugas Sub Bagian
Keuangan

2. Selasa, 27 Februari
2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi data
retribusi sewa tanah
sempadan sungai
periode Januari 2018
ke aplikasi online
Simda (Kas Daerah)

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi retribusi
sewa tanah
sempadan sungai.
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(a) (b) (c) (d)

3. Rabu, 28 Februari
2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Melanjutkan mengisi
data retribusi sewa
tanah sempadan
sungai periode
Januari 2018 ke
aplikasi online
Simda

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi retribusi
sewa tanah
sempadan sungai.

4. Kamis, 1 Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Menghitung total
nilai penerimaan
retribusi sewa tanah
sempadan sungai
periode Januari 2018
dan mengunggah ke
aplikasi Simda

Mengetahui cara
perhitungan dan dan
bisa menghitung
retribusi sewa tanah
sempadan sungai

5. Jumat, 2 Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Memasukkan data
pegawai sebagai
persyaratan LPPD
(Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah)

Mengetahui dan bisa
memasukkan data
LPPD (Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah)

6. Senin, 5  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Bendahara
Pengeluaran

a. Konsultasi pajak
yang  dipungut dan
dipotong oleh Dinas
Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Sumber Daya Air

b. Konsultasi judul
Laporan Praktek
Kerja Nyata (PKN)
kepada Bendahara

a. Mengetahui pajak
yang dipungut dan
dipotong oleh Dinas
Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Sumber Daya Air.

b. Untuk menentukan
judul yang diangkat
untuk Laporan
Tugas Akhir.

7. Selasa,  6 Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi NTPN PPh
Pasal 21 Tahun 2017

Bisa melakukan
pengisian NTPN
PPh Pasal 21 Tahun
2017

8. Rabu, 7 Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi NTPN PPh
Pasal 22 Tahun 2017

Bisa melakukan
pengisian NTPN
PPh Pasal 22 Tahun
2017

9. Kamis, 8  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi NTPN PPh
Pasal 23 Tahun 2017

Bisa melakukan
pengisian NTPN
PPh Pasal 23 Tahun
2017

10. Jumat,  9  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi NTPN PPh
Pasal 4 Ayat 2
Tahun 2017

Bisa melakukan
pengisian NTPN
PPh 4 Pasal Ayat 2
Tahun 2017
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11. Senin, 12  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi NTPN PPN
Tahun 2017

Bisa melakukan
pengisian NTPN
PPN Tahun 2017

12. Selasa, 13  Maret
2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Memasukkan data
untuk syarat
kelengkapan
pelaporan SPT Masa
Pajak Penghasilan
Pegawai Dinas
Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Kabupaten  Jember

Mengetahui dan bisa
memasukkan data
syarat kelengkapan
untuk pelaporan
SPT Masa pajak
penghasilan

13. Rabu, 14  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Membuat bukti
potong A2

Mengetahui cara dan
bisa membuat bukti
potong A2

14. Kamis, 15  Maret
2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Pengisian SPT Masa
1770 S

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi SPT Masa
1770 S

15. Jumat, 16 Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub. Bagian
Keuangan

Pengisian SPT Masa
1770 SS

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi SPT Masa
1770 SS

16. Senin, 19  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Bendahara
Pengeluaran

a. Mendapat penjelasan
tentang jenis pajak
yang ada pada Dinas
Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Kabupaten Jember.

b. Penjelasan tentang
pajak penghasilan
pasal 4 ayat 2

a. Mengetahui jenis
pajak yang ada pada
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Sumber Daya
Air Kabupaten
Jember.

b. Menambah
pengetahuan lebih
dalam tentang pajak
penghasilan pasal 4
ayat 2

17. Selasa, 20  Maret
2018
Penanggung Jawab:
Bendahara
Pengeluaran

Mengumpulkan data-
data yang diperlukan
untuk Laporan Tugas
Akhir

Untuk melengkapi
data-data Laporan
Tugas Akhir
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18. Rabu, 21  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Memasukkan data
kegiatan pekerjaan
fisik dan non fisik
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Sumber Daya
Air Kabupaten
Jember

Mengetahui dan
bisa memasukkan
data kegiatan fisik
dan non fisik

19. Kamis, 22  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Memasukkan data
kegiatan
MUSRENBANG
(Musyawarah
Rencana
Pembangunan )

Mengetahui bisa
memasukkan data
MUSRENBANG
(Musyawarah
Rencana
Pembangunan)

20. Jumat, 23  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Bendahara
Pengeluaran

Berdiskusi tentang
pajak penghasilan
pasal 4 ayat 2 atas
jasa konstruksi

Mengetahui lebih
dalam pajak
penghasilan pasal 4
ayat 2 atas jasa
konstruksi

21. Senin, 26  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi data
retribusi sewa tanah
sempadan sungai
periode Februari
2018 ke aplikasi
online Simda (Kas
Daerah)

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi retribusi
sewa tanah
sempadan sungai.

22. Selasa, 27  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Melanjutkan mengisi
data retribusi sewa
tanah sempadan
sungai periode
Februari 2018 ke
aplikasi online
Simda (Kas Daerah)

Mengetahui cara
pengisian retribusi
sewa dan bisa
mengisi tanah
sempadan sungai.

23. Rabu, 28  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Menghitung total
nilai penerimaan
retribusi sewa tanah
sempadan sungai
periode Februari
2018 dan
mengunggahnya ke
aplikasi Simda

Mengetahui cara
perhitungan dan bisa
menghitung retribusi
sewa tanah
sempadan sungai.
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24. Kamis, 29  Maret 2018
Penanggung Jawab:
Bendahara
Pengeluaran

Berdiskusi tentang
pajak penghasilan
pasal 4 ayat 2 atas jasa
konstruksi kegiatan
peningkatan jalan

Mengetahui lebih
dalam pajak
penghasilan pasal 4
ayat 2 atas jasa
konstruksi kegiatan
peningkatan jalan

25. Jumat, 30  Maret 2018 Libur Libur

26. Senin, 2 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Koreksi perhitungan
PPh pasal 21 atas gaji
pegawai tetap (PNS)
bulan April 2018

Mengetahui
perhitungan dan bisa
menghitung PPh
pasal 21 atas gaji
pegawai tetap (PNS)
bulan April 2018

27. Selasa, 3  April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Mengisi data retribusi
RUMIJA (Ruas Milik
Jalan)
ke aplikasi online
Simda (Kas Daerah)

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi retribusi
RUMIJA  (Ruas
Milik Jalan)

28. Rabu,  4 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Koreksi rincian
Rencana Kerja
Anggaran (RKA) pada
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember

Dapat mengetahui
tentang Rencana
Kerja Anggaran
(RKA)

29. Kamis, 5 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

a. Mengumpulkan data-
data PPh pasal 4 (2)

b. Mempelajari kembali
perhitungan PPh pasal
4 Ayat (2) jasa
konstruksi

a. Untuk melengkapi
data PPh pasal 4 (2)

b. Memahami lebih
dalam perhitungan
PPh pasal 4 Ayat (2)
jasa konstruksi

30. Jumat,  6 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Mengisi data retribusi
sewa mesin gilas
ke aplikasi online
Simda (Kas Daerah)

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi sewa
retribusi mesin gilas

31. Senin, 9  April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Melanjutkan mengisi
data retribusi sewa
mesin gilas ke aplikasi
online Simda (Kas
Daerah)

Mengetahui cara
pengisian dan bisa
mengisi sewa
retribusi mesin gilas

32. Selasa, 10 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

a. Mengumpulkan data-
data PPh pasal 4 (2)

b. Mempelajari kembali
perhitungan PPh pasal
4 Ayat (2) jasa
konstruksi

a. Untuk melengkapi
data PPh pasal 4 (2)

b. Memahami lebih
dalam perhitungan
PPh pasal 4 Ayat (2)
jasa konstruksi
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33. Rabu, 11 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian
Perencanaan

Koreksi  rincian
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember

Mengetahui
tentang Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

34. Kamis, 12 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

Melanjutkan koreksi
rincian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
(DPA)

Mengetahui
tentang Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

35. Jumat, 13 April 2018
Penanggung Jawab:
Sub Bagian Keuangan

a. Melengkapi data-data
yang diperlukan untuk
LaporanTugas Akhir

b. Lepas pisah peserta
magang dengan
pegawai Dinas
Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber
Daya Air Jember

a. Sebagai
persyaratan data-
data untuk
Laporan Tugas
Akhir

b. Penutupan dan
berpamitan karena
telah berakhir
masa Praktek
Kerja Nyata

Sumber: Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini

menggunakan jenis dan sumber data adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus

dikumpulkan oleh peneliti utuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro

dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam bentuk informasi

yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan,

berupa wawancara dengan Bendahara Pengeluaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang
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telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang

tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder

yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan

pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa perhitungan pajak pihak

rekanan oleh konsultan yaitu perhitungan PPN, PPh pasal 4 ayat 2, surat

pemberitahuan, dan faktur pajak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara

observasi. Menurut Semiawan (2010:112), observasi berarti mengumpulkan

data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa

gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar

manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi,

observasi sistematik dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi

yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat

melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya

jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan Bendahara

Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yakni

Ibu Honi Listyawati, A.Md. Trasnkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran

9 halaman 65.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan

dengan laporan tugas akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku

Pajak Penghasilan, situs pajak online, dan peraturan terkait.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air tentang Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa

Konstruksi Peningkatan Jalan diambil kesimpulan sebagai berikut.

a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan

adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jasa pelaksanaan konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai pengguna

jasa konstruksi dan pihak rekanan sebagai penyedia atau pelaksana jasa

konstruksi.

b. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

peningkatan jalan meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

c. Perhitungan dan pemotongan yakni tarif dikalikan nilai kontrak, tidak

termasuk PPN atau setara dengan tarif dikali DPP. Bendahara Pengeluaran

juga mengeluarkan bukti potong untuk diberikan pada pihak rekanan.

d. Penyetoran dilakukan menggunakan kode billing, kemudian membayarkan

setoran pajak ke teller Bank Jatim KC. Jember dan mendapat BPN.

e. Pelaporan dilakukan dengan mengisi SPT Masa dilampiri BPN ke KPP

Pratama, kemudian diterbitkan BPS.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dinas tersebut

telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas

jasa konstruksi peningkatan jalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan dapat

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dengan selalu menyesuaikan diri

terhadap peraturan-peraturan terbaru.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan
Pertama). Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.

http://katakatabijak.com/ (diakses pada 18 Mei 2018)

http://www.kabarpajak.com/2016/01/perbedaanpemotongandanpemungutan.html
(diakses pada 27 April 2018).

http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak (diakses pada 27 April 2018).

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 (diakses pada 18 Mei 2018).

Indriyanto, N. Dan Supomo. 2014. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan
Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. 11 Januari 2008. Jakarta:
Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi. 22 Oktober 2008. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 4 Juni 2009. Jakarta.

Pohan, Chairul A. 2014. Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori
dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8.  Jakarta: Salemba Empat.

Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. Mudah Menyusun SOP (Standard Operating
Procedure). Jakarta: Penebar Plus.

Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Indeks.

Supriyanto, E. 2011. Akuntansi Perpajakan. Semarang: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 31 Desember 2008. Jakarta.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan. 23 September
2008. Jakarta.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Tempat Magang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58

Lampiran 2. Surat Balasan Penerimaan Praktek Kerja Nyata

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


60

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


61

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


62

Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


64

Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


65

Lampiran 9. Transkrip Wawancara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


66Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


69

Lampiran 10. Ringkasan Kontrak Kerja

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70

Lampiran 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72

Lampiran 12. Surat Perintah Membayar (SPM)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


73

Lampiran 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74

Lampiran 14. Kwitansi Termin I

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


75

Lampiran 15. Kwitansi Termin II

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


76

Lampiran 16. Bukti Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77

Lampiran 17. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Peningkatan Jalan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78

Lampiran 18. Cetakan Kode Billing PPN dan Bukti Penerimaan Negara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


79

Lampiran 19. Faktur PPN

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80

Lampiran 20. Cetakan Kode Billing PPh Pasal 4 ayat 2 dan Bukti
Penerimaan Negara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


81

Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Tahunan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


83

Lampiran 22. Bukti Penerimaan Surat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


84

Lampiran 23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


85Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


86Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


87Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


88Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


89Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


90Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


91Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


92Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


95

Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


96Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


97Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


98Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


99Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


100Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


101Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


102Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


103Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


104

Lampiran 25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


105Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


106Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


107Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


108Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


109

Lampiran 26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


110Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


111Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


112Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


113

Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


114Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


115Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


116Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


117Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


118Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


119Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


120

Lampiran 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


121Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


122Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


123Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


124Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


125Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


126Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


127

Lampiran 29. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor

11a Tahun 2008

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


128Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


129Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


130Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


131Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


132Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	cover new.pdf
	BAB 0 new.pdf
	BAB 1 new.pdf
	BAB 2 new.pdf
	BAB 3 new.pdf
	BAB 4 new.pdf
	BAB 5 new.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Lampiran.pdf

